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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP REKAM MEDIS 




Patient as consumers of health service have rights one of the rights is the state of the patients 
health is being concealed forever including medical data and medical records. Regarding 
to that, hospital as the health care provider obliged to provide legal protection to all kind of 
information in the medical record to the possibility of loss of information, data falsification 
or used by the undue. Based on that, the problem to be studied is: how is the medical record 
management in the hospital? And how is the medical record legal protection,  which is given 
by the hospital?
This study use normative legal research with statue approach. All of the legal resources 
based on library research and supported by primary and secondary legal material. Legal 
research analysis technique in this study use descriptive technique.
The study result showed that the medical record management in the hospital have to based 
on health minister regulation 269/MENKES/PER/III/2008 about medical records. The 
management of medical record started from the time patient came to the hospital with 
record all action that given to the patient until all the treatment completed. The data and 
information on the medical record, hospital has an obligation of giving legal protection 
about the confidentiality based on Articles 10 health minister regulation 269/MENKES/PER/
III/2008 with form of preventive and repressive protection.
Keywords: Medical Record, legal protection, hospital
I.  Pendahuluan
1.1  Latar Belakang
 Setap orang selalu mengngnkan 
dalam keadaan yang sehat, karena dalam 
kehdupan kesehatan merupakan kebutuhan 
pokok dan salah satu faktor penentu tngkat 
kesejahteraan seseorang. Begtu pentngnya 
kesehatan bag setap orang maka kesehatan 
datur oleh pemerntah melalu peraturan 
perundang-undangan.
Dalam katannya dengan kesehatan 
tentunya tdak terlepas dar pelayanan 
kesehatan yang wajb dterma oleh setap 
orang. Pelayanan kesehatan merupakan 
semua upaya yang dtujukkan sebaga upaya 
dalam memelhara kesehatan, mencegah dan 
mengobat penyakt bag setap orang. Salah 
satu nsttus yang memberkan pelayanan 
kesehatan adalah rumah sakt.
Rumah sakt memlk peranan pentng 
dalam menunjang pelayanan kesehatan 
maupun pelayanan meds. Setap rumah 
sakt wajb memberkan pelayanan yang 
terbak bag pasennya.Dalam memberkan 
pelayanan terdapat tga komponen yang 
terlbat dalam proses pelayanan, yakn : 
kualtas pelayanan yang dberkan, sapa 
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phak memberkan pelayanan serta phak 
konsumen yang memberkan penlaan 
melalu harapan yang dngnkan.1
Pelayanan kesehatan rumah sakt 
pada dasarnya dlakukan dalam bentuk 
pengobatan dan perawatan, yang dalam 
pelaksanaanya serng berhubungan dengan 
dokter. Dokter dengan pasen memlk 
hubungan yang erat, yatu dalam hubungan 
meds akan datur dengan kadah-kadah 
meds dan sebaga hubungan hukum akan 
datur oleh kadah-kadah hukum. Hubungan 
antara para phak tersebut bersumber dar 
perjanjan terapeutk. Perjanjan Terapeutk 
merupakan hubungan hukum dalam bentuk 
kesepakatan antara dokter dengan pasen 
dalam hal pelayanan kesehatan.2
Pada saat seseorang berobat ke 
rumah sakt, sebenarnya telah terjad 
kontrak terapeutk atas dasar rasa percaya 
kepada dokter untukmampu mengobatnya 
sekalgus menjaga kerahasan semua hal 
yang dketahunya yang berkatan dengan 
konds kesehatannya. Dalam hubungan 
yang terjaln tersebut maka secara otomats, 
dokter dan tenaga kesehatan lannya akan 
mengetahunya yang nantnya data tersebut 
dtuangkan dalam bentuk tulsan yang dkenal 
dengan rekam meds. Rekam meds salah 
satu fungsnya dapat dgunakan sebaga alat 
bukt terhadap proses pelayanan kesehatan 
yang dberkan kepadapasen. 
Terhadap hal tersebut segala data dan 
nformas yang terdapat ddalamnya wajb 
untuk djaga kerahasaanya oleh petugas 
kesehatan termasuk rumah sakt, kecual 
yang dtetukan lan oleh UU. Rekam meds 
secara yurds juga dapat dpergunakan 
sebaga alat bukt pada perkara hukum. 
Saat n banyak pasen yang tdak tahu 
dan tdak perdul akan pentgnya rekam 
meds. Pada saat berobat kerumah sakt pasen 
hanya mementngkan kesehatan drnya tanpa 
mementngan hal lannya sepert catatan 
rwayat penyaktnya. Terhadap hal tersebut, 
sebaga nsttus pelayanan kesehatan rumah 
sakt memlk kewajban untuk menjaga 
seluruh nfomas yang terdapat dalam rekam 
meds. Secara hukum rumah sakt sebaga 
pemlk segala catatan yang ada drumah 
sakt, termasuk rekam meds. Rumah 
sakt bertanggung jawab secara moral dan 
hukum terhadap segala kerahasaan s dar 
nformas yang dmuat dalam catatan medk, 
sehngga berupaya untuk memjaga dan 
memberkan perlndungan agar tdak sampa 
mengalam nformas tersebut tdak sampa 
dketahu oleh phak yang tdak berwenang. 
Perlndungan data rekam meds dberkan 
oleh rumah sakt, sejak pasen masuk, selama 
pasen drawat dan sesudah a pulang. 
Perlndungan hukum merupakan 
perlndungan yang dberkan oleh hukum 
terhadap hubungan hukum dalam masyarakat 
yang datur sesua dengan ketentuan hukum. 
Dalam hal n maka hubungan yang terjad 
antara rumah sakt, dokter dan pasen 
dlndung oleh hukum termasuk salah satu 
kegatan yang dlakukan berupa pencatatan 
rwayat kesehatan pasen. Berdasarkan hal 
tersebut rumah sakt beserta dokter memlk 
kewajban untuk menympan kerahasaan 
yang dcatat dalam rekam meds.
1 Ttk Trwundar, 2010, Perlindungan Hukum Bagi 
Pasien, Prestas Pustaka, Jakarta, hlm.1.
2 Annya Isfandyre, 2006, Tanggung Jawab Hukum dan 
Saksi bagi Dokter, Prestas Pustaka, Jakarta, hlm.57.
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 Berdasarkan uraan latar 
belakangdatas,maka penuls akan 
mengkajnyake dalam suatu peneltan 
dengan judul“Perlindungan Hukum 
Terhadap Rekam Medis Pasien di Rumah 
Sakit”.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagamana tata cara penyelenggaraan 
rekam meds pasen d rumah sakt? 
2. Bagamana bentuk perlndungan 
hukum terhadap rekam meds pasen 
yang dberkan oleh rumah sakt?
1.3 Tujuan Penelitian
Untuk mengetahu dan menganalss 
terhadap penyelenggaraan rekam meds 
d rumah sakt serta bentuk perlndungan 
hukum terhadap kerahasaan rekam meds d 
rumah sakt. 
II. Metode Penelitian
Peneltan hukum yang penuls 
gunakan dalah peneltannormatf.
Dgunakan metode n,oleh karena peneltan 
n mengkajsumber hukum sebaga dasar 
dalam penyelesaan masalah peneltan n 
dan juga dmula dengan dlakukan peneltan 
terhadap norma hukum yang ada katannya 
dengan permasalahan. Berkatan dengan 
permasalahan tersebut, maka pendekatan 
yang dgunakan adalah perundang-undangan.
Kajan hukum normatf dalam peneltan 
menggunakan bahan hukum prmer, bahan 
hukum sekunder, dan bahan hukum terser.3
 Bahan hukum prmer terdr dar 
peraturan perundang-undangan, catatan 
resm ataupun rsalah putusan hakm.4  Bahan 
hukum prmer yang dalam peneltan n 
melput : KUHPerdata, KUHP, UU Praktk 
Kedokteran, UU Kesehatan, Permenkes No. 
269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam 
Meds, Permenkes No. 290/MENKES/
III/2008 tentang Persetujuan Tndakan 
Kedokteran, PP No. 10 Tahun 1966 tentang 
Wajb Smpan Rahasa Kedokteran. Bahan 
hukum sekunder berupa lteratur hukum, 
majalah dan karya tuls yang berkatan dengan 
permasalahan dalam penulsa n.Teknk 
pengumpulan Bahan hukum dlakukan 
secarastud dokumen dengan mengkaj serta 
mengumpulkan tentang berbaga dokumen 
yang sudah ada. 5 Selanjutnya akandsajkan 
melalu deskrptf-analts.
III. Hasil dan Pembahasan
3.1. Penyelenggaraan Rekam Medis 
Milik Pasien Oleh Rumah Sakit
Berdasarkan UU Rumah Sakt, 
rumah sakt merupakan suatu nsttus 
yang menyedakan pelayanan kesehatan 
perorangan secara parpurna. Terhadap 
pelayanan kesehatan tersebut, rumah sakt 
memlk kewajban untuk menyelenggarakan 
rekam meds. Rumusan Rekam Meds 
menurut Permenkes adalah suatu berkas yang 
memuat tentang dokumen terkat data dr 
pasen, pemerksaan, pengobatan,tndakan 
perawatan dan pelayanan yang dterman 
oleh pasen.
3 Soerjono Soekanto & Sr Mamudj, 2006, Penelitian 
Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.
4 Peter Mahmud Marzuk, 2006, Penelitian Hukum, 
Kencana, Jakarta, hlm.141.
5 Salm, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian 
Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
hlm.19.
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Dar sudut hukum, menurut Hermen 
Hadat Koeswadj, ada dua hak asas manusa 
yang menjad dasar dalam hukum kedokteran, 
yatu hak atas pemelharaan kesehatan 
(the right to healthcare) dan hak untuk 
menentukan nasb sendr (the right to self-
determination atau zelf-beschikkingrecht)6 
Lebh lanjut, belau mengemukakan bahwa 
dalam melakukakntransaks terapeutk 
ada  dua macam hak asas manusa yang 
menjad dasar, yatu hak untuk menentukan 
nasb sendr dan hak untuk mendapatkan 
nformas. Kedua hak tersebut berlawanan 
dengan hak atas perawatan kesehatan (the 
right to healthcare) yang termasuk dalam 
hak asas bag setap orang.Terhadap hal 
tersebut, keberadaan hubungan antara dokter 
dengan pasen, bak dtnjau dar sudut 
hukum maupun aspek pelayanan kesehatan, 
tdak terlepas dar hak asas manusa yang 
ada pada setap manusa, khususnya hak 
dalam menentukan nasbnya sendr dan hak 
untuk memperoleh pelayanan kesehatan.7
Salah satu hak asas dar pasen 
yang merupakan kewajban dar dokter 
sebagamana yang tertuang pada Pasal 45 
ayat (1) dan (2) UU Praktk Kedokteran 
adalah bahwa untuk terjadnya perkatan 
hukum dokter dengan pasen, penawaran 
tu harus dkut dengan penjelasan secara 
lengkap mengena berbaga hal sepert 
dagnoss dan terap oleh dokter. Apabla 
kemudan pasen memberkan persetujuan 
untuk pengobatan atau perawatan maka 
terjadlah perkatan hukum yang dkenal 
dengan kontrak terapeutk atau transaks 
terapeutk. 
 Terjalnnya kontrak terapeutk maka 
akan menmbulkan hubungan hukum bag 
dokter maupun pasen, salah satunya dalam 
bentuk hak untuk drahaskan selamanya 
tentang keadaan kesehatan termasuk data-
data meds yang dmlknya hal tersebut 
berkatan dengan keberadaan rekam meds 
pasen.8
Dbuatnya data rekam meds oleh 
rumah sakt memlk tujuan  salah satunya 
untuk mendapatkan data berupa catatan 
ataupun dokumen yang akurat dan adekuat 
mlk pasen, yang ddalamnya memuat 
tentang rwayat kesehatan, rwayat penyakt 
bak dmasa lalu dan sekarang, juga berupa 
pengobatan yang telah dberkan. Selan tu, 
dbuatnya rekam meds juga  sebaga sarana 
tertb admnstras pada rumah sakt, yang 
dapat sebaga faktor penentu dalam rangka 
usaha untuk menngkatkan pelayanan 
kesehatan.9
Tata cara pengelolaanrekam 
medsmerupakan salah satu faktor penentu 
mutupelayanan padansttus kesehatan, 
maka akan mendapat penlaan tentang 
mutu dan standar pelayanan apa sudah 
sesua dengan ketentuan. Oleh karena tu, 
pemerntah mengatur penyelenggaraan 
catatan medk dalam suatu Peraturan 
Menkes. PengolahanRekam medkdatur 
dalamPeraturan Menter Kesehatan Nomor 
269 tahun2008, yatu :
1. Dalam Pasal 5 ayat (2) dnyatakan 
bahwa Rekam medswajb untuk segera 
6 Trana Ohowutun, 2007, Bunga Rampai Hukum 
Kedokteran, Penerbt Bayu Meda, Malang,  hlm.7.
7 Ibid.
8 Ibid, hlm. 9. 
9 Ery Rustyanto, 2009, Etika Profesi Perekam Medis 
dan Informasi Kesehatan, Penerbt Graha Ilmu, 
Yogyakarta,  hlm.6.
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dbuatkanserta dlengkap seluruh 
datanya setelah pasen menerma 
pelayanan. Hal tersebut dlakukan 
dengan tujuan agar berupa data asl 
dan tak satupundata yang terlupakan 
karena hal tersebutmemlkjangka 
waktu.
2. Pada Pasal 5 ayat (4) menyatakan 
bahwa setap mencatat wwayat 
pasen wajb menulskan nama serta 
membubuhkan tanda tangan petugas 
kesehatan, dengan tujuan untuk dapat 
memudahkanpertanggungjawaban 
pencatatan data pasen.
3. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat 
(5) menyatakan bahwa apabla 
terdapat kesalahan pencatatan pada 
rekam meds, maka dapat dlakukan 
pembetulan. Dalam ayat (6) djelaskan 
bahwa pembetulan dlakukan 
dengan pencoretan dengan tdak 
menghlangkan catatan yang dperbak 
dan tetap membubuhkan paraf tenaga 
kesehatan yang bersangkutan.
Sebagamana rumusan Pasal 46 
ayat (1) UU Praktk Kedokteran yang 
menegaskan bahwa dokter dan dokter gg 
memlk kewajban untuk membuat catatan 
medssaat melakukantndakan kedokteran. 
Setelah dlakukanya tndakan kepada pasen, 
paramedsdengan segera harusmelengkap 
datarekam meds dengan menulskanseluruh 
tndakankesehatan yang dberkannya 
kepada pasen.
Apabla dalam pencatatan rekam meds 
terjad kesalahan, maka catatan tersebut 
tdak dperbolehkan hlang atau terhapus. 
Dalam hal perubahan rekam meds yang 
terjad kesalahan,petugas kesehatan yang 
bersangkutan mencoret bagan yang salah 
dan kemudan dbubuh parafnya.
3.2 Perlindungan Hukum Oleh Rumah 
Sakit Terhadap Kerahasiaan Rekam 
Medis Pasien 
Rahasa dar data rekam meds seorang 
pasen wajb djaga dengan bak oleh rumah 
sakt sebaga organsas yang menympan 
keberadaan rekam meds, selan tu kewajban 
n juga harus dlakukan oleh tenagakesehatan 
sebaga phak yang terlbat dalam proses 
pembuatannya.  Menurut Hanafiah, rahasia 
dartkan sebaga menyembunykan 
suatu hal yang  hanya boleh satu orang 
atau beberapa orang saja atau kalangan 
tertentu untuk mengetahunya10 Sedangkan 
kerahasaan (confidentiality) adalah proteks 
terhadap rekam kesehatan dan nformas 
lan pasen dengan cara menjaga nformas 
prbad pasen dan pelayanannya. Dalam 
pelayanan kesehatan, nformas tu hanya 
dperuntukkan bag phak tenaga kesehatan 
yang berwenang.11 Hal sepert nlah yang 
akhrnya memberkan kewajban untuk 
menympan rahasa tentang keadaan pasen. 
Sesua dengan ketentuan Pasal 
12 Permenkes No.269 thn 2008 
bahwa terhadap substans dar Rekam 
Medsmerupakankepunyaan dar pasen, 
sedangkan berkas catatan medksecara 
wujudnya merupakan mlk dar nstans 
10 Alexandra Indryant Dew,2008, Etika dan Hukum 
Kesehatan, Penerbt Pustaka Book, Yogyakarta, 
hlm.254.
11 Bud Sampurna, dkk. 2008, Pedoman Manajemen 
Informasi Kesehatan Di Sarana Pelayanan 
Kesehatan, Penerbt Unverstas Indonesa, 
Jakarta, hlm.87.
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kesehatan. Sebaga konsekuens dars 
Rekam Meds merupakan kepemlkan 
dar pasen, maka tdak ada suatu alasan 
bagdokter ataupuntenaga kesehatan untuk 
menolak membertahukannya pada pasen, 
kecual dalamkonds yang dtentukan lan.
Oleh sebab data rekam meds kepunyaan 
darnstans kesehatan, maka pasen tdak 
dperkenankan untuk memnjam tanpa jn 
phak rumah sakt.
Is pada rekam meds melput dua 
jens data, yatu:12
1. Data meds atau data klnsmerupakan 
seluruh kumpulannformas tentang 
rwayat penyakt, pengobatan serta 
haslnya, hasl pemerksaan kesehatan. 
Data n sfanya rahasa (confidential) 
sehngga harus djaga kerahasaannya 
dan tdak boleh phak lan 
mengetahunyaterkecual apabla ada 
sebablan berdasarkan perundangan-
undangan. 
2. Data sosologs atau data nonmeds 
adalah seluruh nformas selan dengan 
nformas meds. Oleh sebagan 
phak, data tersebut danggap tdak 
rahasa, namun beberapa dantaranya 
menyatakan data tersebut bersfat 
rahasa (confidensial).
Informas dalam rekam meds 
harus mendapatkan perlndungan hukum. 
Perlndungan hukum merupakan segala 
peraturan hukum yang dberkan oleh 
masyarakat ddasar melalupersetujuan 
kehendak masyarakat untuk mengatur 
hubungan dan tngkah lakuanggota 
masyarakat dengan pemerntah yang 
mewakl kepentngannya.13  Satjpto Raharjo 
berpendapat bahwa perlndungan hukum 
merupakan perlndungan terhadap HAMyang 
dberkan kepada seluruh phakuntuk dapat 
menkmat seluruh hak yang dberkan oleh 
hukum.14 Sedangkan menurut Pjllpus M. 
Hadjon bahwa perlndungan hukum bag 
rakyat sebaga tndakan pemerntah yang 
bersfat preventif sebaga upaya untuk dapat 
menghdarterjadnya pelanggaranyang 
terdapat dalam peraturan perundang-
undangan dan yang bersfatSedangkan 
represif yang merupakanperlndungan 
terakhrdalam wujudpertanggung jawab 
perusahaan, denda, penjara dan hukuman 
tambahan yang dberkan apabla terjad 
pelanggaran.15 Terhadap data rekam meds 
yang dmlk pasen, rumah sakt beserta 
tenaga kesehatan memlk kewajban untuk 
memberkan perlndungan secara hukum.
Perlndungan secara preventif yang 
dberkan oleh pemerntah dalam hal n 
dwakl oleh rumah sakt dmuat dalam 
ketentuan Pasal 57UU  Kesehatan bahwa 
pasen berhak atas rahasa kedokteran. 
Adapun hal-hal yang harus drahasakan 
tu menurut Peraturan PemerntahTentang 
Wajb Smpan Rahasa Kedokteran melput 
semua hal yang dketahu saat melakukan 
pekerjaan kedokteran. Berkatan dengan 
hal tu, semua yang dketahu alah segala 
kenyataan yang dperoleh saat pemerksaan, 
nterprestas untuk memberkan dagnoss 
untuk memberkan pengobatan. Hal n 
12 Ibid, hlm.17.
13 Satjpto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum¸ PT. Ctra Adtya 
Bakt, Bandung, hlm. 69.
14 Ibid, hlm.54.
15 Pjllpus M. Hadjon, 1988, Perlindungan Hukum Bagi 
Rakyat, Bna Ilmu, Surabaya, hlm.5.
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melput anamnesa, pemerksaan jasman, 
pemerksaan dengan alat-alat kedokteran, 
fakta yang dkumpulkan oleh pembantu-
pembantunya dan sebaganya.Hal tersebut 
dapat menjad dasar bahwa seluruh nformas 
data yang terdapat dalam rekam meds 
sfatnyakonfidensial. Pada dasarnyarekam 
medsadalah keseluruhannformas yang 
dpergunakan untuk segala kepentngan.Oleh 
karena data tersebut bersfat konfindensial 
maka terhadap  penarkan, pemaparan 
ataupun penggunaan data nformas untuk 
berbaga kepentngannyadperlukan untuk 
memperhatkan aspek hukumnya.
Perlndungan hukum lannya secara 
preventif yang dapat dlakukan oleh rumah 
sakt dengan menjaga keamanan, dalam 
menympan data/nformas unsur keakuratan 
data/nformas dan kemudahan akases 
menjad tuntutan phak organsas pelayanan 
kesehatan, prakts kesehatan serta phak 
ke-3 yang berwenang. Sedangkan prvas 
pasen harus dhormat oleh phak yang 
memerlukannformas. Dengan begtu, 
berbaga phak yang berwenang yang 
membutuhkan data/nformas yang lebh 
rnc sesua dengan tugasnya harus senantasa 
menjaga keempat unsur d atas.
Rumah sakt sebaga manajemen 
nformas kesehatan (MIK) memlk 
tanggung jawab professonalantara lan 
adalah memastkan bahwa prvas dan 
kerahasaan nformas pasen terlndung 
serta melakukan pengamanan data tersebut. 
Selan tu tanggung jawab professonal MIK 
juga menjamn pengeluaran peraturan dan 
prosedur yang akurat dan terbaru.  Rumah 
sakt juga memberkanbentuk pelayanan 
publk, dsampng memlk kewajban 
hukum, rumah sakt juga mendapatkan 
perlndungan hukum dan tanggung jawab, 
salah satunya dalam bentuk :16
1. Phak rumah sakt dapat melakukan 
penolakanuntuk mengungkapkan 
seluruh nformas kepada umum yang 
berkatan dengan rahasa kedokteran ;
2. Bag pasen/keluarga yang melakukan 
tuntutan pada rumah sakt dan 
mengnformaskannya pada meda 
massa, maka danggap sudah melepas 
hak rahasa kedokterannya kepada 
umum;
3. Memberkan nformas kepada meda 
massa dapat dartkan sebaga suatu 
bentuk memberkan wewenang 
kepada rumah sakt untuk dapat 
mengungkapkan rahasa kedokteran 
pasen sebaga hak jawab rumah sakt;
Dalam hal rumah sakt terbukt 
melakukan keterbukaan nformas rekam 
meds pasen, maka menmbulkan 
konsekuens yurds bag rumah sakt 
untuk bertanggung jawab secara hukum 
atas pelanggaran yang dlakukan. Hukum 
yang telah menjadkan rumah sakt sebaga 
“rechtspersoon” , sehngga rumah sakt juga 
memkul hak dan kewajban hukum atas 
perbuatan yang dlakukannya.17  Terhadap 
hal tersebut, rumah sakt sebaga suatu badan 
hukum, apabla nantnya terjad tuntutan 
secara hukum, maka konsekuens yurdsnya 
akan dtanggung oleh phak rumah sakt. 
Sebaga bentuk perlndungan hukum secara 
represif, apabla rumah sakt terbukt 
16 Soekdjo Notoatmodjo, 2010, Etika dan Hukum 
Kesehatan, Penerbt Rneka Cpta, Jakarta, hlm.164.
Vol. 4, No. 2 : 383 - 391
389
Magister Hukum Udayana •  Jul 2015
ISSN 2302-528XJurnal
(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
membuka nfromas kepada publk maka 
berdasarkan Pasal 58 UU Kesehatan rumah 
sakt dapat dtuntut gant kerugan akbat 
kesalahan atau kelalaan dalam pelayanan 
kesehatannya termasuk pembocoran rahasa 
kedokteran. Bentuk perlndungan hukum 
lannya dapat berupa pemeran sanks-sanks 
secara perdata, pdana dan admnstras. 
Rumah sakt pada saat ada tuntutan secara 
perdata tentang keterbukaan rahasa 
rekam meds pasen, maka rumah sakt 
memlk konsekuens untuk melakukan 
pertanggungjawaban secara mutlak dan juga 
menanggung beban pembuktan pada rumah 
sakt yatu pembuktan terbalk. Sedangkan 
secara tanggung jawab hukum admnstras, 
rumah sakt dan tenaga kesehatan yang 
terbukt melakukan pembocoran nformas 
akan dberkan sanks admnstras dapat 
berupa pencabutan jn atau teguran secara 
lsan dan tertuls, untuk tanggung jawab 
hukum pdana maka ketentuan Pasal 322 
KUHP menyatakan bahwa dengan sengaja 
membuka rahasa yang wajb dsmpan 
karena jabatannya dkenakan hukuman 




1. Penyelenggaraan rekam meds pasen 
d rumah sakt sebagamana datur 
dalam ketentuanPermenkes No. 269 
Tahun 2008 yang dmula dar pasen 
datang ke rumah sakt melakukan 
pendaftaran sampa pada pasen selesa 
melakukan perawatan d rumah sakt. 
2. Bentuk perlndungan hukum yang 
dberkan terhadap kerahasaan rekam 
meds terdr dar dua yatu secara 
preventif  dan represif.
4.2  Saran
1. Hendaknya dalam proses 
penyelenggaraan rekam meds d 
rumah sakt, tenaga kesehatan yang 
terlbat harus melaksanakan sesua 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan ehngga dapat menjaga 
keamanan, prvas, kerahasaan dan 
keselamatan dar nformas yang 
terdapat ddalamnya ;
2. Rekam meds merupakan alat bukt 
dar catatan yang akurat dan adekuat 
dar pasen yang sudah seharusnya 
dberkan perlndungan terhadap 
nformas ddalamnya sehngga 
pemerntah sudah sewajarnya 
untuk mengatur secara jelas tentang 
perlndungan kerahasaan rekam 
meds pasen beserta sanksnya yang 
berat sehngga dapat memnmalsr 
terjadnya keterbukaan rahasa rekam 
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